
 

 

 

 

 

 

 

 BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR 54 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI  BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan 

dalam penatausahaan bantuan sosial, maka 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora 

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring 

dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, 

serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan 

disesuaikan; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 
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10. Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggung-jawaban dan 

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 16) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta 

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2019 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI  BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 16) yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 22 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 

22); 

b. Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 

7); 

diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 25 

(1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

wajib bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya. 

(2)  Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi: 

a.  laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan 

Sosial; 

b.  surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa 

Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan 

usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3)  Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dan huruf b wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 

tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali 

ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4)  Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku 

objek pemeriksaan. 

(5) Dalam hal terdapat sisa Bantuan Sosial, Perangkat Daerah terkait  

wajib menyampaikan laporan sisa Bantuan Sosial kepada Bupati, 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

2.  Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

25A yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 25A 

Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)  dan ayat (5) dikenakan 

sanksi administratif berupa tidak dapat diberikan bantuan sosial 

selama 3 (tiga) tahun berturut turut terhitung sejak tahun penerimaan 

bantuan sosial. 

3.  Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 27 

 

(1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal  26 

bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan 

Bantuan Sosial yang diterimanya. 

(2)  Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi: 

a.  laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan 

Sosial; 

b.  surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa 

Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan 

usulan; dan 
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c. salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial 

berupa barang. 

(3)  Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dan huruf b wajib disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 

tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali 

ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4)  Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku 

objek pemeriksaan. 

4.  Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

27A yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 27A 

Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)  dikenakan sanksi 

administratif berupa tidak dapat diberikan bantuan sosial selama 3 

(tiga) tahun berturut turut terhitung sejak tahun penerimaan bantuan 

sosial. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 24 Agustus 2020 

 BUPATI BLORA, 

    Cap ttd.                                                                                   

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 24 Agustus 2020  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap ttd.  

KOMANG GEDE IRAWADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 54 

 
Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 
 
 

 
BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si 

NIP. 19760905 199903 2 004 


